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BAB VI 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
maka penulis akan menaarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan 
akan bermanfaaat bagi peneliti selanjutnya, pemerintah daerah dan Badan 
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 
6.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian yang telah  peneliti lakukan mengenai implementasi 
kebijakan peraturan daerah kota pekanbaru no 6 tahun 2011 tentang pajak restoran 
( pajak rumah makan di kecamatan tampan), maka peneliti dapat menarik 
kesimpulan : 
 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah melaksanakan 
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang pajak 
Restoran Khusunya Pajak Rumah Makan yang ada Di Kecamatan Tampan. 
Namun implementasinya vbelum cukup baik dikarenakan masih belum adanya 
kesadaran dari pihak rumah makan untuk membayar pajak dan kurangnya 
kesadaran dari badan pendapatan daerah kota pekanbaru dalam melaksanakan 
tugasnya sebagaimana semetinya. Terkait Pengawasan, Pemekrisaan, Penyidikan 
dan ketentuan pidana belum terlaksana sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 
No 6 Tahun 2011 Tentang pajak Restoran.  
Hambatan dalam  Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 
Tahun 2011 Temntang pajak Restoran khusunya pajak rumah makan yang ada di 
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kecamatan tampan yaitu sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan 
peraturan daerah tersebut belum cukup memadai dalam implementasinya, dan 
anggran dana yang ada juga terbatas tergantung dengan anggran pendapatan 
belanja daerah, apa saja yang termasuk dalam program-program dalam anggran 
pendapatan belanja daerah. 
6.2 Saran 
adapun saran untuk instansi dan pihak pengusaha rumah makan terkait 
implementasi kebijakan peraturan daerah kota pekanbaru no 6 tahun 2011 tentang 
pajak restoran ( pajak rumah makan di kecamatan tampan). 
1. Untuk pihak instansi agar lebih meningkatkan dan menjalin komunikasi 
dan memberikan informasi dengan baik, jelas, dan mudah dipahami 
kepada pihak pengusaha rumah makan agar timbulnya kesadaran dari 
pihak rumah makan tersebut dalam membayar pajak. 
2. untuk pemerintah agar dapat meningkatkan  sumer daya manusia yang ada 
dalam bentuk kulaitas maupun kuantitas, dapat memberikan anggaran 
dana untk memantu dalam melaksanakan  peraturan daerah nomor 6 tahun 
2011. 
3. Membuat sebuah mekanisme untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap 
kinerja pegawai dan melakukan pengawasan terhadap rumah makan yang 
ada dikecamtan tampan agara bisa mendaftarkan usahanya sebagai wajib 
Pajak. 
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4. diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang 
menunjang dan perlu dikembangkan mengenai pajak restoran dan rumah 
makan. 
 
 
 
 
 
